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BAB I 

PENDAHUIUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut talib (2012) mengatakan bahwa “pembangunan daerah 

merupakan suatu proses yang pemerintah daerah dan masyarakatnya 

mengelola sumber daya yang ada dengan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk  

menciptakan suatu lapangan kerja baru dengan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah 

tersebut. Dalam hai ini, peranan pemerintah sangatlah penting, baik itu 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberhasilan 

pembangunan sangat didukung oleh pembiayaan dimana berasal dari 

masyarakat, yaitu penerimaan pajak”.  

Adelina (2013) menjelaskan “negara dianggap maju jika ia mampu 

membangun negaranya baik dari segi fisik yaitu pembangunan, maupun 

non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Indonesla terkenal 

sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam 

melaksanakan pembangunan, sumber daya itu harus digunakan secara 

rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam struktur pendapatan 

negara, indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor 

diantaranya yaitu sektor minyak dengan gas serta non minyak dengan gas 

(contohnya yaitu penerimaan dari sektor pajak, retribusi, hibah, dll) . 

Kedua sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan 

merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam 

negeri bagi menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap 

lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam 

pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan 

dengan keikut sertaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan 

nasional, bagi mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur.  
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Berikut data target dan reliisasi pajak bumi bangunan 2015-2019 kota 

metro.  

Tabel 1.1 Realisasi penerimaan pajak PBB kota metro th 2015-2019 

Tahun Target Realisasi % 

2005 3,245.000,000.00 2,610,337,677.00 80.22 

2016 3,232,431,310.00 2,635,621,775.00 81.54 

2017 3,232,431,310.00 2,629,263,244.00 81.43 

2018 3,232,431,310.00 2,764,529,300.00 85.52 

2019 5,900,000,000.00 4,532,327,564.00 76.82 

Sumber: badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun 2015-2019 

Berdasarkan hasli data diatas bahwa target dan reaiisasi pajak 

bumi dan bangunan pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. 

Kenaikan realisasi dan anggaran tersebut tidak terlepas kepatuhan 

masyarakat membayar pajak, system administrasi dan hukum, dan 

kuaiitas aparat perpajakan. Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk  

meningkatkan penerimaan dari sektor non migas yang hal ini merupakan 

salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan 

segala sumber yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu 

penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna 

penyediaan dan pembangunan yaitu penerimaan dari sektor pajak. Oleh 

karena itu, usaha-usaha bagi meningkatkan penerimaan dari sektor pajak 

terus dikembangkan. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem 

perpajakan yang ada saat ini dirasakan sangat diperlukan apabila melihat 

keadaan negara saat ini namun tetap memperhatikan asas keadilan. 

Jamaludin (2011) “pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan 

pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan pancasila yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demiklan sistem perpajakan terus disempurnakan, 

pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga 

harus semakin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran 

yang besar dalam pembangunan nasional”.  
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dimana telah diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir yaitu 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak bumi dan bangunan. 

Dengan adanya pembayaran pajak tersebut dapat menjadi sumbangsi 

yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya 

pendapatan daerah kota metro. Selain dari pajak sumber pendapatan 

daerah juga berasal dari adanya perimbangan yang merupakan sumber 

bagi hasil penerimaan dari pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi 

permasalahan yang dialami daerah pada umumnya berkaitan dengan 

penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan 

salah satu komponen dari pendapatan asli daerah (PAD) masih belum 

memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara 

keseluruhan. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu 

masih lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya 

dalam melaksanakan belanja pembangunan yang setiap tahunnya 

semakin meningkat. 

Kota metro dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, 

dan pelayanan kepada masyarakat, memerlukan adanya untuk membiayai 

program dan kegiatan daerah. Sumber penerimaan yang berasal dari 

dana bagi hasil khususnya bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan 

belum optimal. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber 

pendapatan negara kita yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) dimana 

masuk dalam kategori pajak negara. Sejak tahun 2011 penarikan pajak 

bumi dan bangunan (PBB) dilimpahkan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah kota sesuai dengan peraturan bersama menteri keuangan dan 

menteri dalam negeri nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 Tahun 2010 

tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah. Pajak bumi dan 

bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan 

dimana secara nyata mempunyai hak, memiiiki, menguasai dan 

memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.. Pembayaran pajak 

tersebut dapat menjadi sumbangsi yang sangat besar terhadap 
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pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pendapatan daerah kota metro 

selain dari pajak sumber pendapatan daerah juga berasal dari deana 

perimbangan yang merupakan sumber bagi hasil penerimaan dari pajak 

bumi dan bangunan. 

berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Peranan 

Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah Dalam 

Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota 

Metro”.  

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu : Bagaimana Evaluasi Peranan Badan   Pengelolaan 

Pajak Dan Restribusi Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak 

Bumi Dan Bangunan Di Kota Metro? 

 

C. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: tujuan dari penelitian yaitu: bagi 

mengetahui Evaluasi Peranan Badan Pengelolaan Pajak dan Ristribusi 

Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Di Kota Metro. 

 

D. Kegunaan penelitian 

Manfaat dimana diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi instansi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan bagi 

mengetahui peranan badan pengelolaan pajak dan restribusi daerah 

dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota 

metro 

2. Bagi universitas 

 Penelitiaan ini diharapkan dapat melengkapi koleksi pustaka tentang 

peranan badan pengeiolaan pajak dan restribusi daerah dalam 
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mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota metro 

3. Bagi penulis 

Penulis dapat belajar sekaligus menerapkan teori-teori yang 

didapatkan selama perkuliahan dan dapat memenuhi keingintahuan 

penulis mengenai peranan badan pengelolaan pajak dan retribusi 

daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan 

di kota metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


